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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

0 . a. Bahwa_ untuk melaksanakan amanat Pasal 87 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah
Kabupaten Batang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang Nomor : 910 / 0762 / 2007 - 910 / 24 / 2007,
tanggal 18 Juni 2007, tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Batang;

b. bahwa Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun
2008 Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf a telah dibahas
oleh Panitia Anggaran Dewan Pen/:j/alldlan LRakyat D:ergth biupaten

hasilnya tertuang dalam Laporan Panitia Anggaran
z?)tr?,g?'; "339"9/] DP?QD_)IIDA / VII / 2007, tanggal 18 Juli 2007, dan telah
disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 24 Juli 2007;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud _rlnuruf a dan

huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Ferwakian akyet

tang tentang Persetujuan bersama  antara
Daerah Kabupaten Ba dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Pemerintah Kabupaten Batang Prioritas dan Plafon Anggaran
Daerah Kabupaten Batang tentang

\ Tahun 2008. i
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Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 No3rg<))r 126 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

P:Eaaturan pPemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan gan K_abL;Parfen
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Indonesia Tahun 2005 Nomor
4578);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4614);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kaburégien BaTtarr:g nggg
Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun
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: MenyetltJjUi BatRancangan
Kabupat€n batang Tah :
anggaran (PPA) KabUpgte |tEtapkanPr|2£or) Ang_ga_ran sementara
Nota Kesepakatan Antar n Batang tahun 2Oogladl Pno_ntas dan Plafon
_ a Pemerint yang dituangkan dalam
perwakilan Rakyat Dae ah Kabupat
rah Kabupaten Batangp €n Batang dengan Dewan
. prioritas dan P
| E?KT UM PERTAML?,f Onm(izggiran (PPA)  Tahun 2008 sebagaimana
maksimal anggaran yang d?l?egsanprﬁgram prioritas dan patokan batas
sebagai acuan dalam Penyusunan RKAepadlg SKPD untuk setiap program

: Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Batang.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan

sebagaimana mestinya

ditetapkan di Batang
pada tanggal,2Y Juli 2007
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